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ABSTRAK 

Berly Fitria Ramadhani, 2025: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

Upah Pekerja Pada Praktik Tempah Kue 

Kering (Studi Kasus di SP 1 Desa Laboi 

Jaya) 

 

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh penerapan upah pada praktik 

tempah kue kering yang dilakukan oleh masyarakat Desa Laboi Jaya.  Penerapan 

upah pada praktik tempah kue kering ini melibatkan dua pihak, yaitu pemesan kue 

kering dan pembuat kue kering. Dalam praktik ini, pemesan  menyerahkan bahan 

baku kepada pembuat dan meminta untuk dibuatkan kue sesuai dengan keinginan 

pemesan. Setelah kue selesai, pemesan memberikan upah berupa sebagian kue 

yang telah dibuat sebagai ganti uang.  

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan upah 

pekerja pada praktik tempah kue kering,  tantangan dan peluang yang dihadapi 

pekerja pada praktik tempah kue kering ini, serta bagaimana tinjauah hukum 

ekonomi syariah terhadap upah pekerja pada praktik tempah kue kering di SP 1 

Desa Laboi Jaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan 

(field research) yang berlokasi di SP 1 Desa Laboi Jaya Kecamatan Bangkinang 

Kabupaten Kampar. Pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Infoman dalam penelitian ini berjumlah 8 orang 

yang terdiri dari 4 orang pembuat kue kering dan 4 orang pemesan kue kering. 

Setelah data dikumpulkan, kemudian akan dianalisis menggunakan teknik analisis 

deksriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang 

ada, sehingga didapat kesimpulan akhirnya. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan upah pekerja pada 

praktik tempah kue kering di SP 1 Desa Laboi Jaya dilakukan secara lisan tanpa 

adanya kesepakatan tertulis yang jelas mengenai bentuk dan jumlah upah yang 

diberikan. Praktik tersebut didasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat. 

Pemberian upah berupa kue hasil produksi yang terdiri dari campuran kue 

berkulaitas baik dan buruk, serta adanya beban tambahan yang dilimpahkan 

kepada pekerja, tidak mencerminkan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariat 

Islam. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan upah pada praktik tempah 

kering ini tidak dibenarkan dalam Islam, karena belum terpenuhinya rukun dan 

syarat-syarat ujrah serta tidak adanya kejelasan dalam sighat.  

Kata Kunci: Upah, Pekerja, Kue Kering, Tempah, Hukum Ekonomi Syariah 
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MOTO 

 

 

بْرُ يعُِيْنُ  عَلىَ كُلِّ عَمَل  الصَّ  
“Kesabaran itu menolong segala pekerjaan” 

 

If we believe in possibilities and hope, even then unexpected happens, we will not 

lose our way, but discover our new ones 

“Jika kita percaya pada kemungkinan dan harapan, bahkan ketika hal yang tidak 

terduga terjadi, kita tidak akan kehilangan jalan, tapi menemukan jalan baru” 

(RM) 

True revenge is to be strong. To survive. To protect 

“Balas dendam yang sebenarnya adalah menjadi kuat. Untuk bertahan hidup. 

Untuk melindungi” 

(RM)  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang ideal yang mendorong para pemeluknya 

untuk saling membantu dalam segala aspek kehidupan, karena pada 

hakikatnya manusia tidak dapat bertahan hidup sendiri, mereka membutuhkan 

orang lain untuk bertahan hidup. Manusia adalah makhluk sosial yang 

memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan 

orang lain dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek penting ini 

adalah muamalah. Muamalah merupakan hukum-hukum yang mengatur 

hubungan manusia dengan sesama manusia.
1
 Allah SWT menciptakan 

manusia dengan tujuan semata-mata untuk mengabdi dan beribadah kepada-

Nya. Sehingga segala aktivitas, yaitu gerak dan langkah manusia senantiasa 

dilakukan untuk mengabdi kepada Allah SWT.
2
 

Dalam konteks muamalah salah satu unsur pentingnya adalah upah 

atau yang dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan al-ujrah. Ujrah (upah) 

merupakan bentuk kompensasi yang diberikan oleh musta‟jir kepada mu‟jir 

atas manfaat barang atau jasa yang telah diberikan. Syariat Islam menyatakan 

bahwa pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya memiliki hak untuk 

mendapatkan upah dan pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memberikan 

                                                           

11
 Selvi Tiana dan Ngatiyar “ Status Ujrah (Upah) Pada Akad Ijarah: Studi Upah Fotografer 

Pre Wedding”, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Volume 2, Nomor 2, (2022), h. 98.. 

2
 Ibid.s 
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upah kepada pekerja yang telah menyelesaiakan pekerjaannya.
3
 Seorang 

pekerja berhak mendapatkan upah sebagai bentuk penghargaaan atas tenaga 

yang telah ia curahkan selama proses produksi. Allah menghalalkan upah 

karena upah merupakan imbalan atas jasa yang telah diberikan seorang 

pekerja.
4
  

Upah dibayarkan kepada para pekerja sesuai dengan kesepakatan dan 

manfaat yang diberikan sehingga keduanya terikat dengan suatu kontrak yang 

telah disepakati. Dalam memberikan upah harus sesaui dengan prinsip syariah 

Islam yaitu adil dan layak. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bidang 

muamalah adalah Ijârah yang terambil dari bentuk fi‟il “ajara-ya‟juru-

ajran”.
5
 Ajran semakna dengan kata al-„iwâdh yang mempunyai arti ganti 

dan upah. Ajran juga dapat berarti sewa atau upah. Ijarah berarti akad untuk 

beberapa manfaat terhadap penggantian. Oleh karena itu, lafaz ijarah 

mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu 

benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu 

aktivitas.
6
  

Ijarah berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian 

imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil. Secara garis besarnya ijarah 

terdiri dari beberapa hal. Pertama, apabila yang menjadi objek transaksi 

                                                           

3 
Adi Setiawan dan Adi Putra, “Sistem Imbal Jasa Pada Agen Brilink: Sebuah Tinjauan 

Ekonomi Syariah”, Jurnal Iqtisadunna, Volume 8, Nomor 1, (2022), h. 34. 

4
 Ibid. 

5
 Qamarul Huda, Fiqih Mu‟amalah, (Depok: Teras, 2011), h. 77

 

6 
Qadarih Barkah, dkk, Konsep Aplikatif Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di 

Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali, Jurnal Kajian Ekonomi Islam, Volume 3, 

Nomor 2, (2018), h. 194. 
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adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah al-„ain atau sewa-

menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati. Kedua, bila yang menjadi 

objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarah 

al-zimmah atau upah-mengupah, seperti upah pada praktik  tempah kue yang 

dilakukan oleh masyarakat SP 1 Desa Laboi Jaya Kecamatan Bangkinang. 

SP 1 Desa Laboi Jaya merupakan salah satu desa extrans yang terletak 

di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Mayoritas 

masyarakat SP 1 Desa Laboi Jaya memiliki mata pencaharian utama sebagai 

petani sawit, berkebun, dan pedagang. Aktivitas ekonomi masyarakat 

didominasi oleh sektor perkebunan sawit dan kegiatan jual beli yang menjadi 

sumber penghasilan utama. Di tengah kegiatan ekonomi ini, terdapat praktik 

tempah kue yang juga menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat desa 

tersebut. 

Praktik tempah kue kering adalah kegiatan yang umum dilakukan 

masyarakat SP 1 Desa Laboi Jaya, di mana konsumen meminta untuk 

dibuatkan kue kering kepada produsen baik untuk keperluan acara maupun 

untuk konsumsi pribadi. Pada praktik ini, seseorang yang ingin membuat kue 

kering menyerahkan bahan baku kepada pembuat kue, kemudian setelah kue 

selesai, pemesan memberikan upah berupa sebagian kue yang telah dibuat 

sebagai pengganti uang.  

Dalam praktik ini, upah pekerja yang terlibat dalam proses pembuat 

kue menjadi perhatian penting, karena terdapat permasalah yang muncul 

dalam penentuan upah tersebut, yakni adanya pencampuran antara kue 
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dengan hasil produksi yang baik dan hasil produksi yang tidak baik dalam 

proses pembayaran upah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan 

dan kesesuaian dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Dalam Islam 

upah pekerja harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, sebagaimana 

disebutkan dalam QS. Al-Qashas ayat 26. 

رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الَْْمِيُْْ  ٓ  ابََتِ اسْتَأْجِرْهُ ٓ  قاَلَتْ اِحْدٰىهُمَا يٰ  ٦٢۝اِنَّ خَي ْ  
 

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku 

ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja 

(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”
7
 

Ayat ini mengajarkan bahwa seorang pekerja berhak untuk menerima 

imbalan yang sesuai  dengan  usaha dan kontribusinya. Akan tetapi, 

penggunaan kue yang berkualitas baik dan buruk sebagai pengganti uang 

dalam sistem pengupahan ini dapat menimbulkan ketidakpastian nilai dan 

penilaian yang adil. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan hukum ekonomi 

syariah terhadap penentuan upah dalam praktik tempah kue kering. Tinjauan 

ini akan melibatkan analisis terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, 

pandangan ulama, dan landasan hukum yang relevan untuk memastikan 

bahwa praktik tempah kue kering sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi 

syariah dan me .mbe .rikan ke.adilan ke .pada pe .ke .rja. 

                                                           

7
 Departement Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahan (Jakarta: PT Media Pustaka, 2012), 

h. 388. 
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Be .rdasarkan latar be .lakang masalah ini, pe.ne.liti te.rtarik untuk 

me.lakukan pe .ne.le .tian te.rhadap masalah te .rse.but de.ngan Judul “Tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Upah Pekerja Pada Praktik Tempah 

Kue Kering (Studi Kasus Di SP 1 Desa Laboi Jaya)”. De .ngan diadakannya 

pe.ne .le.tian ini diharapkan dapat me .mbe .rikan pe .mahaman yang le.bih 

me.ndalam te.ntang pe .ngupahan pada praktik te.mpah kue. ke.ring dalam 

konte.ks hukum e.konomi syariah se .rta me.mbe.rikan re.kome .ndasi yang re .le.van 

untuk me.ningkatkan ke .adilan dalam pe .ne.ntuan upah. 

 

B. Batasan Masalah 

Praktik te .mpah kue . pada umumnya banyak te .rjadi di masyarakat 

se.kitar kita apalagi di dae .rah pe .de.saan. Ole .h kare .na itu, agar pe .ne .litian ini 

me.njadi je .las, te .rarah dan tidak me .luas, maka pe .nulis disini me.mbatasi 

masalah pe .ne .litian ini pada pe .ne .rapan upah pe.ke .rja  praktik te .mpah kue. 

ke.ring di SP 1 De.sa Laboi Jaya saja. 

 

C. Rumusan Masalah 

Be .rdasasrkan latar be .lakang masalah di atas, maka pe .nulis 

me.rumuskan masalah dalam pe .ne.litian ini se.bagi be.rikut: 

1. Bagaimana pe .ne .rapan upah pe .ke.rja pada praktik te.mpah kue . ke.ring di SP 

1 De .sa Laboi Jaya? 

2. Bagaimana Tinjauan Hukum E.konomi Syariah te.rhadap upah pe .ke.rja 

pada praktik te .mpah kue . ke.ring di SP 1 De.sa Laboi Jaya? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Be .rdasarkan rumusan masalah yang te.lah diuraikan diatas, maka 

pe.nulis me.miliki tujuan pe.ne .litian yang ingin dicapai dalam pe .ne.litian ini, 

yaitu 

a. Untuk me.njelaskan pe .ne.rapan upah pe .ke .rja pada praktik te.mpah 

kue. ke .ring di SP 1 De .sa Laboi Jaya? 

b. Untuk me.njelaskan tinjauan hukum e .konomi syariah te .rhadap 

pe.ne .rapan upah pe .ke .rja pada praktik te .mpah kue. ke .ring di SP 1 

De .sa Laboi Jaya? 

2. Manfaat Pe .ne .litian 

Adapun manfaat pe .ne .litian yang diharapkan dalam pe.ne .litian ini 

adalah se .bagai be .rikut: 

a. Manfaat Te .oritis 

1) Me.nambah wawasan dan ilmu pe.nge .tahuan te.ntang pe .ne .rapan 

akad ujrah pada praktik te.mpah kue . ke.ring. 

2) Me.mpe .rkaya khazanah ilmu pe.nge .tahuan dalam bidang 

Hukum E .konomi Syariah, khususnya te .rkait de .ngan pe .ne .rapan 

prinsip syariah dalam pe .ne.ntuan upah pe .ke .rja. 

b. Manfaat Praktik 

1) Me.mbe .rikan pe .doman bagi para pe .laku usaha di SP 1 De.sa 

Laboi Jaya dalam me .ne.ntukan upah pe .ke.rja yang se .suai 
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de.ngan prinsip-prinsip syariah, se .hingga te .rcipta praktik bisnis 

yang adil dan be .rkah. 

2) Me..mbe .rikan ke.se .jahte.raan ke .pada para pe .ke.rja di se.ktor 

industri kue. ke.ring dapat me.nigkat, se .jalan de .ngan nilai-nilai 

ke.adilan yang dianjurkan ole.h syariah. 

c. Manfaat Akade .mis 

Untuk me.me.nuhi salah satu tugas akhir guna me.mpe .role.h 

ge .lar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum E.konomi Syariah 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Suska Riau 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini me.ncakup latar be.lakang masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat pe.ne .litian, 

ke.rangka te .ori dan siste.matika pe .nulisan 

BAB II :  KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini be .risi landasan, ke .rangka te .oritis te.ntang upah 

(Ujrah) dan juga be .risi pe.ne .litian te.rdahulu. 

BAB II :  METODE PENELITIAN 

Pada BAB ini me.nje.laskan te.ntang me.tode.-me.tode . dan 

sumbe.r data yang digunakan dalam pe .ne .litian 
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BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini me.nje.laskan me.nge .nai upah pe.ke.rja pada 

praktik te.mpah kue . ke.ring, dan tinjauan Hukum E.konomi 

Syariah te .ntang upah pe.ke .rja pada praktik te .mpah kue . 

ke.ring, se .rta analisis dari pe.nulis. 

BAB IV :  PENUTUP 

Pada bab ini dimuat ke.simpulan be.rupa rumusan singkat 

se.bagai jawaban dari rumusan pe.rmasalahan dan juga be .risi 

saran yang be .rkaitan de .ngan pe .nulisan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Ujrah (Upah) 

 Upah me .rupakan hak dari pe.ke.rja yang dite .rimanya se .bagai imbalan 

atas pe .ke.rjaan yang te .lah dilakukannya.
8
 Dari se.gi bahasa al ajru yang 

be.rarti iwad (ganti), ole .h kare .nab itu al-sawab (pahala) dinamai juga al-

ajru atau al-ujrah (upah).
9
 Upah dapat diartikan se.bagai pe .nghasilan yang 

dipe.role .h te.naga ke .rja, yang dalam hal ini dapat dipandang se .bagai jumlah 

uang yang dipe .role.h dari se .orang pe .ke .rja se .lama suatu jangka waktu 

te.rte .ntu.
10

 

 Upah dalam kamus bahasa Indone .sia adalah uang dan se .bagainya 

yang dibayarkan se .bagai pe.mbalasan jasa atau se .bagai pe .mbayaran te .naga 

yang sudah dilakukan untuk me.nge .rjakan se .suatu.
11

 Upah atau gaji 

me.me.gang pe .ranan pe .nting dan me .rupakan suatu ciri khas hubungan 

dalam ke .rja. De .ngan upah se.orang te .naga ke .rja akan dapat se .cara otomatis 

me.mbiayai be .rbagai macam  ke .butuhan hidupnya, baik ke .butuhan 

                                                           

8 
Lamijan dan Jamal Wibowo, Upah Kerja dan Keadilan: Suatu Tinjauan Teortis, (Jawa 

Tengah: Pena Persada, 2021), h. 15
  

9 
Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 29.

 

10 
Ruslan Abdul Gofur, Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, (Bandar Lampung: Arjasa 

Pratama, 2020.) h. 7.
 

11 
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), h. 1595. 
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sandang, pangan maupun papan.
12

 Upah me.ngacu pe.nghasilan se .orang 

pe.ke .rja, baik dalam be .ntuk monte.r maupun non mone.te.r. 

Upah dimaksudkan be .rupa kompe.nsasi dari suatu manfaat jasa 

baik jasa pe .ke.rja dari be.rbagai ragam pe .ke.rjaan maupun pe .rke .jaan 

te.rte .ntu. Upah dapat dikate.gorikan me .njadi dua yaitu: 

a. Upah yang se .padan (Ujrah al Misli) 

Ujrah al-misli adalah upah yang se .padan de .ngan ke.rjanya se .rta 

se.padan de .ngan je .nis pe.ke.rjaannya, se .suai de.ngan jumlah nilai yang 

dise.butkan dan dise .pakati ole.h ke.dua be .lah pihak yaitu pe .mbe .ri ke.rja 

dan pe.ne .rima ke.rja (pe .ke.rja) pada saat transaksi pe.mbe .lian jasa, maka 

de.ngan itu untuk me.ne.ntukan tarif upah atas ke .dua be .lah pihak yang 

me.lakukan transaksi pe .mbe.li jasa, te .tapi be .lum me.ne .ntukan upah yang 

dise.pakati maka me.re .ka harus me.ne.ntukan upah yang wajar se.suai 

de.ngan pe .ke.rjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa 

dibe.rlakukan dan se .padan de.ngan tingkat je .nis pe.ke.rjaan te .rse .but. 

b. Upah yang te .lah dise .butkan (Ujrah al Mussama). 

Upah yang dise.but (ujrah al-musamma) syaratnya ke .tika 

dise.butkan harus dise.rtai adanya ke .re .laan (dite.rima) ke .dua be.lah pihak 

yang se .dang me .lakukan transaksi te .rhadap upah te .rse.but. De .ngan 

de.mikian, pihak musta‟jir tidak bole .h dipaksa untuk me.mbayar le .bih 

be.sar dari apa yang te .lah dise.butkan, se .bagaimana pihak ajir juga tidak 

bole.h dipaksa untuk me.ndapatkan le .bih ke.cil dari apa yang yang te.lah 

                                                           

12 
Lamijan dan Jamal Wibowo, Loc. Cit. 
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dise.butkan, me .lainkan upah te .rse .but me.rupakan upah yang wajib 

me.ngikuti ke .te.ntuan syara”  

Apabila upah te .rse .but dise.butkan pada saat me .lakukan transaksi, 

maka upah te .rse .but pada saat itu me.rupakan upah yang dise .butkan 

(ajrun musamma). Apabila be .lum dise.butkan, ataupun te .rjadi 

pe.rse .lisihan te.rhadap upah yang te .lah di se.butkan, maka upahnya bisa 

dibe.rlakukan upah yang se.padan (ajrul misli).
13

 

2. Dasar-Dasar Hukum Ujrah  

Dasar-dasar hukum ijarah didasarkan pada Al-Qur‟an dan Sunnah. 

Be .rikut adalah dasar hukum ijarah di antaranya: 

a. Q.S At-Thalaq ayat 6 

قُوْا عَلَيْهِنَّ  نْ وُّجْدكُِمْ وَلَْ تُضَارُّۤوْىُنَّ لتُِضَي ِّ وَاِنْ كُنَّ  ٓ  اَسْكِنُ وْىُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّ
 ٓ  فاَِنْ ارَْضَعْنَ لَكُمْ فاَٰتُ وْىُنَّ اجُُوْرَىُنَّ  ٓ  ا عَلَيْهِنَّ حَتّّٰ يَضَعْنَ حََْلَهُنَّ اوُلٰتِ حََْلٍ فاَنَْفِقُوْ 

نَكُمْ بِعَْرُوْفٍ  خْرٰىۗ وَاِنْ تَ عَاسَرْتُُْ  ٓ  وَأْتََِرُوْا بَ ي ْ ٓٗ ار ضِعر لَه ْ ٦۝فسََتُر  
 

Artinya: “Te .mpatkanlah me.re .ka (para istri yang dice .rai) di mana kamu 

be.rte .mpat tinggal me .nurut ke .mampuanmu dan janganlah kamu 

me.nyusahkan me .re.ka untuk me.nye .mpitkan (hati) me.re.ka. Jika me.re .ka 

(para istri yang dice .rai) itu se.dang hamil, maka be .rikanlah ke.pada 

me.re .ka nafkahnya sampai me .re .ka me .lahirkan, ke.mudian jika me .re.ka 

me.nyusukan (anak-anak)-mu maka be.rikanlah imbalannya ke .pada 

me.re .ka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (se .gala se .suatu) 

de.ngan baik; dan jika kamu sama-sama me.ne .mui ke.sulitan (dalam hal 

pe.nyusuan), maka pe .re .mpuan lain bole .h me .nyusukan (anak itu) 

untuknya.”
14

 

 

 

 

                                                           

13
 Ahmad Luthfi dan Efriadi, “Upah (Ujrah) dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal 

Penelitian da Keagamaan, Volume 13, Nomor 2, (2023), h 43-44. 

14 
Departement Agama RI, Op. Cit., h. 559.
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b. Sunnah 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قاَلَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللَّوُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ: " 

فَّ عَرَقوُُ     أعَْطوُا الَْْجِيَر أَجْرهَُ قَ بْلَ أَنْ يََِ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar radliyallahu anhuma be .rkata, 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam be .rsabda "Be .rikan upah ke .pada 

pe.ke .rja se .be.lum ke.ringatnya ke .ring." (HR Ibnu Majah).15 

3. Rukun dan syarat Ujrah 

Rukun me.rupakan ke.te.ntuan yang harus dipe.nuhi se.be.lum 

me.mulai suatu pe.ke .rjaan, apabila rukun te .rse.but tidak te.rpe.nuhi, maka 

pe.ke .rjaan yang dilakukan me .njadi tidak sah. Dalam transaski ijarah 

te.rdapat rukun-rukun yang harus dipe .nhi, diantaranya: 

a. Dua orang yang be .rakad, yaitu mu‟jir (orang me .mbe.rikan upah) dan 

musta‟jir (orang me .ne.rima upah) 

b. Sighat (ijab dan qabul yang dilakukan ole .h mu‟jir dan musta‟jir). 

c. Se.wa atau imbalan  

d. Manfaat (baik manfaat dari barang yang dise .wa maupun jasa atau 

te.naga oarang yang me .alukan pe .ke.rjaan) 

Akad ijarah juga me .miliki syarat-syarat yang harus dipe.nuhi, sama 

halnya de .ngan rukun-rukun ujrah, apabila syarat-syart te.rse .but tidak 

                                                           

15 
Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Ibnu Majah, Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III, 

Alih Bahasa Oleh Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji, (Semarang: CV. Asy Syfa, 1993), h. 250. 
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te.rpe .nuhi maka transaksi ujrah dikatakan tidak sah. Adapun syarat-

syaratnya yaitu: 

a. Ujrah atau imbalan adalah se .suatu yang dianggap harta dalam 

pandangan syari'ah (mal mutaqawwim) dan dike.tahui. 

b. Upah haruslah je .las de.ngan bukti dan ciri yang bisa me.nghilangkan 

ke.tidakje .lasan dan dise .butkan be .sar dan be .ntuk upah. 

c. Upah harus dibayarkan se.se .ge .ra mungkin atau se.suai de.ngan waktu 

yang te .lah dite.ntukan dalam akad. 

d. Upah yang dibe .rikan harus se.suai dan be .rharga. Maksud dari se .suai 

adalah se .suai de .ngan ke .se.pakatan be .rsama, tidak dikurangi dan tidak 

ditambahi. Upah harus se.suai de .ngan pe .ke.rjaan yang te .lah dike.rjakan, 

tidaklah te .pat jika pe .ke .rjaan yang dibe .rikan banyak dan be .rane .ka 

ragam je .nisnya, se .dangkan upah yang dibe .rikan tidak se.imbang. 

Se.dangkan be .rharga maksudnya adalah upah te .rse .but dapat diukur 

de.ngan uang. 

e. Upah yang dibe.rikan bisa dipastikan ke.halalannya, artinya barang-

barang te .rse .but bukanlah barang curian, rampasan, pe .nipuan atau 

se.je .nisnya. 

f. Jika ada, barang pe .ngganti upah yang dibe .rikan tidak bole.h cacat, 

misalnya barang pe .ngganti te.rse .but adalah nasi dan lauk pauk, maka 

tidak bole.h dibe.rikan yang sudah basi atau be .rbau kurang se .dap.
16

 

 

                                                           

16
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 

h.170. 
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4. Prinsip-Prinsip Upah (Ujrah)  

Dalam islam prinsip pe.ngupahan te .rbagi me .njadi 2, yaitu: 

a. Adil 

Ke .adilan dalam Islam me.rupakan prinsip fundame .ntal yang 

me.ncakup se .luruh aspe .k pe.re .konomian, te.rmasuk dalam pe .mbe.rian 

imbalan ke .pada pe .ke .rja, yang harus dilakukan se.cara adil. Se .bagai 

khalifah, manusia me .miliki tanggung jawab untuk me.njalankan hukum 

Allah dan me .manfaatkan sumbe.r daya de .mi ke.se.jahte .raan be .rsama. 

Dalam kamus be .sar bahasa Indone .sia, ke .adilan me.rupakan kata 

sifat yang me .nunjukkan pe.rbuatan, pe .rlakuan adil, tidak be .rat se .be.lah, 

tidak be.rpihak, be.rpe .gang ke .pada ke .be.naran, proporsional. Se.dangkan 

kata ke .adilan dalam bahasa arab be .rasal dari kata "'adala", yang dalam 

Al-Quran te .rkadang dise .butkan dalam be .ntuk pe .rintah ataupun dalam 

be.ntuk kalimat be .rita.
17

  

Kata „adl dalam e .konomi Islam me .miliki makna yang be .ragam 

me.ncakup be .rbagai aspe.k. Me .nurut M. Quraish Shihab, se.tidaknya 

te.rdapat e .mpat makna utama dari kata „adl. Pe.rtama, „adl diartikan 

se.bagai “pe .rsamaan”, yang me .ne.kankan ke .se.taraan hak manusia. 

Se.tiap manusia me .miliki hak sama kare .na sifat ke.manusiannya, yang 

me.njadi dasar bagi ke .adilan dalam ajaran ke .tuhanan.
18

 

                                                           

17 
Ruslan Abdul Gofur, Op. Cit., h. 12.

 

18 
M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, 

(Bandung: Mizan Media Utama, 2007), h. 152. 
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Ke .dua, „adl be .rarti “ke.se .imbangan”. Allah me.nciptakan 

manusia de .ngan ke .se .imbangan yang se .mpurna, yang me .nce .rminkan 

harmoni antara be .rbagai e.le.me.n dalam siste.m yang be .ke .rja be.rsama 

untuk me.ncapai tujuan te.rte .ntu. Jika te.rdapat ke .tidakse.imbangan, 

siste.m te.rse.but akan te .rganggu. Hal ini me .nunjukkan bahwa Allah, 

de.ngan ke .bijaksanaan dan pe.nge .tahuan-Nya yang se .mpurna, 

me.nciptakan se .gala se .suatu de.ngan ukuran, waktu, dan kadar yang 

te.pat se .suai tujuan yang te .lah dite.tapkan, yang me .njadi bagian 

me.rupakan bagian dari konse.p "Ke .adilan Ilahi."19
  

Ke .tiga, Kata „adl be .rarti “me.mpe .rhatikan hak individu dan 

me.mbe.rikannya se .cara adil”. Makna dipahami se .bagai “me .ne.mpatkan 

se.suatu pada te .mpatnya” atau “me .mbe.rikan hak ke .pada pihak lain 

de.ngan te .pat”. Lawannya adalah “ke .zaliman”, yang me .rujuk pada 

pe.rampasan hak orang lain. Konse .p ke.adilan ini e .rat kaitannya de .ngan 

ke.adilan sosial.
20

 

Ke .e.mpat, „adl juga me .rujuk pada “ke .adilan yang dinisbahkan 

ke.pada Allah”. Dalam konte.ks ini, „adl be.rmakna “me .me.lihara 

ke.se .imbangan ke .be .rlanjutan e.ksiste.nsi, tidak me.nghalangi 

ke.be .rlanjutan te.rse .but, se.rta me .mbe.rikan rahmat ke.tika ada pe.luang 

untuk itu”. Ke .adilan Allah te.rce .rmin dalam rahmat dan ke .baikan-Nya, 

                                                           

19 
Ibid., h. 153-154. 

20 
Ibid., h. 155.
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di mana se .luruh makhluk be .rada di bawah kuasa-Nya, tanpa ada 

makhluk yang me .miliki hak atas-Nya.
21

 

Be .rdasarkan be .be.rapa makna adil di atas, maka  adil dalam 

me.ne .tapkan upah dapat diartikan se .bagai be .rikut: 

1) Adil be.rmakna je .las dan transparan 

Maksud de .ngan  adil  yang  be .rarti  je .las ialah adanya ke .je.lasan    

akad. Hal ini me.nunjukkan  bahwa  harus  ada  ke.je .lasan te.rle .bih  

dahulu te .ntang be .saran upah dan tata cara pe .mbayarannya.   

Majikan harus me .mbe.ritahukan be .saran upah se.be .lum se.orang 

buruh dipe.ke .rjakan, kare .na me.mpe.ke.rjakan orang tanpa  

me.mbe.ritahu le .bih dahulu be.saran upahnya adalah haram.
22

 

2) Upah be .rmakna proporsional. 

Proporsional be .rarti bahwa se .tiap orang yang be.ke .rja pasti akan  

me.ndapatkan imbalan dari apa yang dike .rjakannya, dan masing-

masing tidak akan dirugikan
23

 

b. Layak 

Se.lain ke .adilan, ke .layakan dalam pe .ngupahan juga harus 

dipe.rhatikan. Layak me .mpunyai dua makna, pe .rtama layak be .rmakna   

se.suai  de .ngan pasaran, ke .dua layak yang be .rmakna te .rpe .nuhinya  

                                                           

21 
Ibid.

 

22 
Muhammad Sharif Chaudry, Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar, (Jakarta: Kencana, 

2012), h. 194.
 

23
 Ibid. 
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pangan, sandang dan papan.
24

 Ke.layakan dalam pe.ngupahan dapat    

diwujudkan de .ngan me.lakukan pe .rbandingan pe .ngupahan pada 

te.mpat-te .mpat yang be.rbe .da. Hal ini pe .rlu dilakukan untuk  

me.nge .tahui  upah pasaran yang be .rlaku saat itu. Se.lain me.lakukan 

pe.rbandingan pe .ngupahan di be.rbagai te .mpat, guna me .ndapatkan     

ke.layakan pe .ngupahan juga dapat dilakukan de.ngan me .nggunakan 

pe.raturan pe .me .rintah te.ntang upah minimum, atau juga de .ngan 

me.nggunakan  ke .butuhan  pokok  minimum. 

Ke .layakan dipe .rlukan untuk me.mpe.rhatikan te.rpe .nuhinya     

ke.butuhan pokok buruh de .ngan taraf hidup masyarakat, se .hingga 

buruh dapat hidup layak tidak hanya be .rdasarkan pe .rtimbangan  

e.konomi se .mata. Ke .layakan tidak te .rle.pas dari be .saran upah yang   

dite.rima ole .h buruh. Ole.h kare .na itu masalah be.saran upah ini pun  

tidak luput dari  aturan yang ada dalam Islam.  

Afzalurrahman me .ngatakan bahwa be .saran upah tidak bole.h  

jatuh di bawah batas minimum upah, agar para buruh mampu 

me.mpe.role .h se .mua ke.butuhan dasarnya. Se .me.ntara itu, upah juga  

tidak bole.h me.ningkat di atas batas maksimum yang te .lah dite.ntukan   

ole.h kontribusi para buruh pada produksi. Nabhani be.rpe .ndapat jika  

be.saran upah te .lah dise.butkan pada saat akad, maka upah yang  

be.rlaku adalah upah yang dise .butkan. Se.me.ntara  itu, apabila be.saran  

                                                           

24 
Novi Yanti Sandra Dewi, “Pengupahan Dan Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam”, 

Jurnal Econotica,  Volume 1, Nomor 2, (2019), h. 19. 
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upah be .lum dise.butkan pada saat akad atau te.rjadi pe .rse .lisihan di  

dalamnya, maka upah yang dibe .rlakukan adalah upah yang se .padan.
25

 

5. Ketentuan Ujrah Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO: 112/DSN-

MUI/IX/2017 

a. Ujrah bole.h be.rupa uang, manfaat barang,jasa, atau barang yang bole .h 

dimanfaatkan me .nurut syariah (mutaqawwam) dan pe .raturan 

pe.rundang-undangan yang be .rlaku. 

b. Kuantitas dan kualitas ujrah harus je .las, baik be .rupa angka nominal, 

pre .se.ntase . te.rte.ntu, atau rumus yang dise .pakati dan dike.tahui ole.h para 

pihak yang me .lakukan akad. 

c. Ujrah bole .h dibayar se.cara tunai, be .rtahap/angsur, dan tangguh 

be.rdasarkan ke .se .pakatan se.suai de .ngan syariah dan/atau pe .raturan 

pe.rundang-undangan yang be .rlaku. 

d. Ujrah yang te.lah dise.pakati bole.h ditinjau-ulang atas manfaat yang 

be.lum dite.rima ole.h Mustajir se.suai ke .se.pakatan 

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penentuan Upah (Ujrah) 

Dalam Islam, upah pe .ke.rja dite.ntukan be.rdasarkan je.nis pe.ke .rjaan 

dan be .saran yang dise .pakati se .be.lum pe .ke.rjaan dimulai, hal itu dilakukan 

untuk me.mbe.rikan motivasi dan rasa aman bagi pe .ke.rja. Prinsip ini 

didasarkan pada ajaran Islam yang me .ne.kankan ke.adilan dalam pe .mbe.rian 

upah se .suai de.ngan tanggung jawab masing-masing. Pe .ne .tapan upah yang 
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adil me .me.rlukan pe .rtimbangan be .rbagai faktor, se.bagaimana dinyatakan 

ole.h para ulama. 

a. Me.nurut Mawardi dalam karyanya "al-Ahkam al-Sultaniah", prinsip 

dasar dalam me .ne.tapkan upah pe.ke .rja adalah be.rdasarkan standar 

ke.cukupan, yakni upah yang mampu me .me.nuhi ke .butuhan minimum 

pe.ke .rja. 

b. Al-Nabhani be.rpe.ndapat bahwa pe.ne.tapan upah pe.ke.rja harus 

didasarkan pada jasa atau manfaat yang dihasilkan ole.h pe.ke.rja, yang 

ke.mudian dinilai me.lalui e.stimasi para ahli dalam masyarakat. Upah 

tidak bole.h dite.ntukan be.rdasarkan pe.rkiraan taraf hidup minimum 

atau tingkat tarif te.rte.ntu yang te.rlalu tinggi. 

c. Al-Maliki me.ne .kankan bahwa upah be .rdasarkan jasa yang dihasilkan 

ole.h pe .ke.rja, de .ngan ke .se.mpatan antara pe .mbe.ri ke.rja de .ngan pe .ke .rja. 

Namun, jika tidak ada ke.se.pakatan, maka pe .ne.ntuan upah harus 

me.ngacu pada standar yang be .rlaku di pasar umum (al-ajru al-mitsl) 

se.suai de .ngan manfaat te.naga ke .rja te .rse .but. 

d. Yusuf Qardhawi be .rpe .ndapat bahwa upah harus dise.pakati be.rsama, 

namun tidak bole.h ada e.ksploitasi dari pihak yang le .bih kuat. Se.lain 

itu pe.ke .rja tidak bole .h me .nuntut le.bih dari yang be .rhak. Islam 

me.ne .kankan pe .mbe.rian hak yang adil de .ngan tambahan bonus bagi 

pe.ke .rja yang be .ke .rja de.ngan baik.
26
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Dalam Islam, upah pe .ke.rja dite .ntukan be .rdasarkan je .nis pe.ke.rjaan dan 

be.saran yang dise .pakati se .be.lum pe .ke.rjaan dimulai, hal itu dilakukan 

untuk me.mbe.rikan motivasi dan rasa aman bagi pe .ke.rja. Prinsip ini 

didasarkan pada 

7. Berakhirnya Ujrah 

Se.tiap transaksi dalam ijarah te.ntunya te .rdapat batas waktu yang 

dise.pakatai se .cara be .rsama ole.h ke.dua be .lah pihak, ke .dua harus me .ne.pati 

pe.rjanjian yang te .lah dise.pakati. Be .rikut adalah hal-hal yang me .mbuat 

akad ijrah be .rakhir maupun batal: 

a. Te.nggang waktu yang dise.pakati dalam akad sudah be .rakhir. Apabila 

yang dise .wakan adalah rumah, pe.rtokoan, tanah pe.rke .bunan maka 

se.mua barang se .waan te .rse.but harus dike.mbalikan ke.pada pe .miliknya, 

dan apabila yang dise .wa be .rupa jasa se .se.orang, maka ia se .ge .ra 

dibayarkan upahnya. 

b. Me.nurut ulama Hanafiya, me .ninggalnya salah se.orang yang be .rakad 

kare .na ijarah, maka hal itu tidakdapat diwariskan. Akan te.tapi e.mnurut 

jumhur ulama, akad ijarah tidak batal de.ngan wafatnya salah satu 

se.orag yang be .rtransaksi, kare .na me.nurut me.re .ka manfaat bisa 

diwariskan dan ijarah sama de .ngan jual be .li, yaitu me.ngikuti ke.dua 

be.lah pihak yang be .rakad. 

c. Me.nurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak, 

se.pe .rti rumah yang dise .wakan disitia ne .gara te .rkait de .ngan utang yang 

banyak, maka transaksi ijarah batal. Masalah-masalah yang dapat 
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me.mbatalkan transaksi ijarah me.nurut ulama Hanafiyah adalah 

apabila salah satu pihak bangkrut, dan be.rpindah te .mpatnya 

pe.nye .wa.
27

 

8. Pe.nge .rtian Istishna 

Istishna adalah jual be .li di mana barang yang dipe .rjualbe.likan 

be.lum te .rse.dia dan akan dise .rahkan se .cara tangguh se .me.ntara 

pe.mbayarannya bisa dilakukan de .ngan pe .mbayaran dimuka,  angsuran, 

pe.mbayaran lunas se .kaligus maupun dibayar diakhir se.suai de.ngan 

ke.se .pakatan yang te .lah dise.pakati.
28

 Dalam jual be.li istishna se.mua hal 

yang be .rkaitan de .ngan transaksi harus dije .laskan saat akad be .rlangsung 

se.pe .rti krite.ria barang yang dinginkan maupun cara pe .mbayarannya. 

Se.cara bahasa, istishna artinya me .minta dibuatkan.
29

 Yakni 

me.minta ke .pada se .se.orang untuk me .nge .rjakan se.suatu.
30

 Adapun se .cara 

te.rminologi, istishna adalah transaksi te .rhadap barang dagangan dalam 

tanggungan yang disyaratkan untuk me .nge .rjakannya. Obye .k transaksinya 

adalah barang yang harus dike.rjakan dan pe .ke.rjaan pe.mbuatan barang itu. 

Akad istishna ialah akad yang te .rjalin antara pe.me .san se.bagai 

pihak pe .rtama de .ngan se .orang produse .n suatu barang se .bagai pihak ke .dua, 

                                                           

27 
Nasron Haroen, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 238.

 

28 
Abu Azam Al Hadi, Fiqih Muamalah Kontemporer, ( h. 213.)

 

29 
Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: Erlanga, 2012), h. 119. 

30 
Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 177.
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agar pihak ke .dua me .mbuatkan suatu barang se .suai de.ngan krite .ria yang 

diinginkan ole .h pihak pe .rtama de .ngan harga yang te.lah dise.pkati diawal.
31

 

Jumhur Ulama‟ be.rpe .ndapat bahwa akad istishna‟ sama de .ngan 

akad salam yaitu dari se.gi obje .k pe .sanannya yang harus dibuat dan 

dipe.san te .rle.bih dahulu de.ngan ciri-ciri khusus, se .hingga akad istishna‟ ini 

me.rupakan je .nis khusus dari akad salam.
32

 Syarat-syaratnya pun sama 

de.ngan syarat-syarat yang be .rlaku dalam akad salam. Se .luruh harga 

barang yang dipe .san harus dise.pakati pada waktu akad dise .pakati dan 

te.nggang waktu pe .nye .rahan barang harus je .las. De .ngan de .mikian dalam 

akad istishna‟ bahan dan ke.rja dari produse .n, se.dangkan konsume .n hanya 

me.me.san se .suai de.ngan ke.he .ndaknya.
33

 Apabila produse .n disyariatkan 

hanya untuk be.ke .rja dan bahan baku be .rasal dari konsume.n, maka akad ini 

bukan lagi akad istishna te.tapi be .rubah me .njadi akad ijarah.
34

 

9. Rukun dan Syarat Jual Be.li Istihsna 

Akad istishna dikatakan sah apabila me .me.nuhi rukun dan syarat, 

diantaranya: 

a. Produse.n (Shanni‟) 

b. Pe.me.san (Mustashni‟) 

c. Barang atau jasa (Mashnu‟) 

d. Harga (Tsaman) 
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Muhammad, Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatnya, (Depok: Rajawali Pers, 

2018), h. 212.
 

33
 Yaziz Affandi, Fiqih Muamalah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 161. 
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e. Ijab kabul (Sighat).
35

 

Istishna me.miliki syarat-syarat yang harus dipe.nuhi, apabila 

syarat-syarat te .rse.but tidak te.rpe .nuhi, maka istishna dikatakan tidak sah. 

Adapun syarat-syarat istishna diantaranya: 

a. Me.nje .laskan te.ntang je .nis barang yang dibuat, macam, kadar, dan 

sifatnya kare .na barang te .rse .but adalah barang yang dijual (obje .k akad). 

b. Barang te .rse .but harus be .rupa barang yang be .rlaku muamalat di antara 

manusia, se .pe.rti be.jana se.patu dan lain-lain. 

c. Tidak ada ke .te .ntuan me.nge .nai waktu te .mpo pe.nye .rahn barang yang 

dipe.san. Apabila waktunya dite .ntukan maka akad be .rubah me.njadi 

akad salam. Se .dangkan me.nurut Imam Abu Yusuf Muhammad syarat 

ini tidak die.rlukan. De .ngan de .mikian me.nurut me.re .ka, istihsna itu 

hukumnya sah, baik waktunya dite .ntukan atau tidak, kare .na me.nurut 

kke.biasaan, pe .ne.ntuan waktu ini biasa dilakukan dalam akad 

istishna‟.
36

 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Pe.mbahasana te .ntang ujrah (upah-me.ngupah) sudah banyak dite .liti 

dalam lite.ratur-lite.ratur, se.pe.rti skripsi, jurnal dan buku. Be .be.rapa pe .nulis 

te.lah me.lakukan pe .ne .litian untuk me.mahami topik te.ntang upah (ujrah), 
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be.rikut adalah pe .ne.litian-pe .ne.litian te.rdahulu ye .ng me .mbahas te .ntang praktik 

upah-me.ngupah, yaitu: 

1. Asmaul Husnaa UIN Ar-Raniry Darussalam de.ngan Skripsinya yang 

be.rjudul Tinjauan Hukum Islam Te .rhadap Siste.m Upah Te .naga Ke .rja 

(Studi Pada Rumah Produksi Kue . Ade .e. kak Nah Gampong Me .uraksa 

Ke .camatan Me .ure .udu). Pe.rsamaan de .ngan pe .ne .le.tian ini yaitu sama-sama 

me.mbahas te .ntang upah te.naga ke .rja. Pe .rbe.daannya de .ngan pe .ne .litian ini 

yaitu pada siste.m pe.mbayaran upahnya yang dibayar be .rdasakan banyak 

tidaknya jumlah loyang kue . yang dihasilkan ole.h pe .ke.rjanya
37

. Hasil 

pe.ne .le.tian te.rse .butkan me.nje.laskan bahwa praktik pe.ngupahan te .naga 

ke.rja pada rumah produksi kue. Ade .e. Kak Nah ini hukumnya adalah 

mubah. 

2. Harni Muda IAIN Pare .pare . 2022 de.ngan skripsinya yang be .rjudul Analisis 

Hukum E .konomi Syari‟ah Te .rhadap Pe .mbe.rian Upah Ke .pada Pe.ke .rja 

Pe.nanam Padi (Studi Kasus De .sa Bate .tangga Ke .camatan Binuang 

Kabupate .n Pole.wali Mandar). Pe .rsamaan de .ngan pe .ne.litian ini yaitu 

sama-sama me .mbahas te .ntang upah pe .ke.rja. Pe .rbe.daan de .ngan pe .ne .litian 

ini yaitu pada subje .knya be.rupa pe .ke.rja pe .nanam padi.
38

 

3. Gusti Muhammad Salimi UIN Antasari 2023, dalam skripsinya yang 

be.rjudul Tinjauan Hukum E.konomi Syariah Te .rhadap Me .kanisme. Upah 
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Asmaul Husna, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tenaga Kerja (Studi Pada Rumah 
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(Ujrah) Guru Honore .r dan Guru Pe .ngganti (Studi Kasus Di SD Islam Siti 

Khadijah Kota Banjarmasin). Pe.rsamaan de .ngan pe.ne .litian ini adalh sama-

sama me .mbahas te.ntang upah atau Ujrah Dari Se.gi Hukum E.konomi 

Syariah. Pe .rbe .daan de .ngan pe .ne .litian ini yaitu pada subje.knya be .rupa 

guru honore .r dan guru pe.ngganti. Hasil pe .ne.litian te.rbe .ut me.nje.laskan 

bahwa me .kanisme. upah (ujrah) guru honore .r dan guru pe .ngganti adalah 

sah, kare .na te .lah se .suai de.ngan prinsip ke .adilan.
39

 

4. Ridha Nurul Mutia IAIN Pare .pare . 2020 de .ngan skripsinya yang be .rjudul 

Tinjauan Hukum E .konomi Islam Te .rhadap Praktik Ujrah Dalam 

Pe.ngangkutan Gabah Hasil Pane.n Di De .sa Pole.wali Kabupate .n Pinrang. 

Pe.rsamaan de .ngan pe .ne.litian ini adalah sama-sama me .mbahas te .ntang 

upah atau ujrah. Pe .rbe.daan de .ngan pe .ne.litian ini yaitu pada subje .knya 

be.rupa pe .milik gabah. Hasil pe.ne.le.tian te.rse .but me.nje.laskan bahwa 

pe.ngupahan pada praktik te .rse.but tidak sah, kare.na te .rdapat pe .langgaran 

be.rupa ke .te.rlambatan pe .mbayaran upah.
40
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian  

Pe.ne.litian ini me .nggunakan pe .ne .litian lapangan (fie.ld re .se.arch) yaitu 

me.tode. yang digunakan untuk me.mpe.role.h data atau informasi de .ngan 

me.ndatangi se .cara langsung subje .k yang be .rsangkutan de .ngan pe .rmasalahan 

pe.ne .litian. Adapun pe .nde.katan pe .ne .litian ini me.nggunakan pe .nde .katan 

kualitatif. Pe.nde .katan kualitatif adalah pe .nde.katan yang be .rmaksud untuk 

me.mahami fe .nome.na te.ntang apa yang dialami ole.h subje .k pe .ne.litian 

misalnya, pe .rilaku, pe .rse.ktif, minat, monivasi, tindakan de .ngan cara de .skripsi 

dalam be .ntuk kata-kata. 

 

B. Lokasi Penelitian 

          Pe.ne.litian ini dilakukan di SP 1 De.sa Laboi Jaya, se .buah de .sa yang 

te.rle .tak di Ke .camatan Bangkinang, Kabupate.n Kampar, Provinsi Riau. 

Alasan pe .ne.liti me.milih lokasi ini kare .na lokasinya yang mudah dijangkau 

ole.h pe.ne .liti, se.hingga me.mudahkan dalam prose.s pe.ngumpulan data se .cara 

langsung di lapangan. Se.lain itu, di de.sa ini te .rdapat se .jumlah pe.laku usaha 

te.mpahan kue . ke .ring yang me .libatkan masyarakat lokal. Ke .mudahan akse.s 

se.rta te .rse .dianya obje .k pe .ne.litian yang se .suai de .ngan fokus kajian 

me.njadikan lokasi ini te.pat untuk dite.liti, te.rutama dalam me.ne .laah praktik 

pe.mbe .rian upah be .rdasarkan pe .rspe.ktif Hukum E.konomi Syariah. 
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C. Subjek dan Objek Penelian 

1. Subje.k pe.ne .litian  

Subje.k pe.ne.ltian me.rupkan se .orang yang akan dite.liti se.bagai 

informan untuk me .mbe.rikan ke .te.rangan . Adapun subje.k pada pe .ne .litian 

ini adalah  pe .ke.rja pada praktik te.mpah kue . di SP 1 De .sa Laboi Jaya. 

2. Obje.k Pe.ne .litian 

Obje.k pe .ne.litian me.rupakan masalah yang ingin dite.liti. Adapun 

obje.k pada pe .ne.litian ini adalah pe .ne.rapan upah pada praktik te .mpah kue. 

di SP 1 De.sa Laboi Jaya. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan pe .ne .litian me.rupakan subje .k pe.ne.litian yang mana dari 

me.re .ka data pe .ne.ltian dapat dipe .role.h, me.miliki pe.nge .tahuan luas dan 

me.ndalam me .nge .nai pe.rmasalahan yang dite .liti se.hingga me .mbe .rikan 

informasi pe.ne .litian yang be .rmanfaat. Informan pe.ne.litian dalam studi ini 

dipilih be.rdasarkan krite .ria te .rte.ntu yang se .suai de.ngan ke .butuhan pe .ne.litian. 

Adapun yang me.nadi informan pada pe .ne .litian ini adalah 4 orang pe .mbuat 

kue. dan 4 orang pe .me.san kue.. 

 

E. Sumber Data 

Dalam me .tode. pe .ne.litian ini pe.ne.liti akan me .nggunakan sumbe .r data 

yang te .rdiri dari dua macam, yaitu: 
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a. Sumbe.r data prime .r 

Data prime .r me.rupakan data yang dipe .role.h se.cara langsung dari 

subje.k pe.ne .ltian me.lalui wawancara, obse .rvasi lapangan  dan kuisione .r. 

Untuk me.ndapatkan data prime .r pada pe .ne.litian ini, pe.ne.liti me.lakukan 

pe.ne .litian lapangan ke .pada pe .ke.rja te .mpah kue. ke.ring di De .sa SP 1 Laboi 

Jaya. 

b. Sumbe.r data se .kunde.r 

Data se .kunde .r me .rupakan data yang dipe .role .h me.lalui sumbe .r yang 

sudah te.rse .dia. Data se.kunde.r dapat dipe .role.h dari buku, dokume.n, jurnal, 

skripsi yang me .mpunyai hubungan de .ngan masalah yang dite .liti. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Untuk me.mpe.role .h data yang akurat, re .le.van dan dapat dipe.rtanggung 

jawabkan maka pe .ne .liti me.mpe.rgunakan tiga me.tode. pe.ngumpulan data 

se.bagai be .rikut: 

a. Obse .rvasi 

Obse .rvasi yaitu pe .ngumpulan data de.ngan cara me .lakukan 

pe.ngamatan langsung ke . lokasi yang dijadikan se.bagai obje .k pe.ne .litian 

dan me.ncatat se .cara siste.matis te.rhadap fe .nome.na yang akan dite.liti. 

Pe.ne.liti me.lakukan pe .ngamatan te .rhadap pe .ke.rja te.mpah kue . di De .sa SP 

1 Laboi Jaya, ke .camatan Bangkinang, Kabupate .n Kampar. 
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b. Wawancara 

Dalam pe .ne.litian kualitatif, wawancara me.njadi me.tode. 

pe.ngumpulan data yang utama kare .na se .bagian be.sar data didapat me .lalui 

wawancara. Wawancara me.rupakan pe .rcakapan de.ngan maksud te.rte .ntu 

untuk me.mpore.le.h se.buah informasi.
41

 Pe.rcakpan yang dilakukan ole.h 

dua pihak, yaitu pe .wawancara yang me .ngajukan pe.rtanyaan dan 

te.rwawancara yang me .mbe.rikan jawaban atas pe .rtanyaan te .rse .but. Dalam 

pe.ne .litian ini, te.knik wawancara dibutuhkan untuk me.mpe.role.h data 

de.ngan me .nanyakan se .cara langsung pe .mbuat kue. dan pe .me.san kue. di 

De .sa SP1 Laboi Jaya ke .camatan Bangkinang Kabupate .n Kampar. 

c. Dokume.ntasi 

Dokume.ntasi yaitu suatu me.tode . yang digunakan untuk 

me.ndapatkan data me .nge.nai hal-hal yang be .rhubungan de .ngan masalah 

yang dite .liti, baik be.rupa catatan data-data lain yang be .rsifat dokume .nte.r. 

Dokume.ntasi dapat be.rbe .ntuk gambar, tulisan atau karya-karya 

nomume.ntal dari se .se.orang.
42

 

 

G. Metode Analisa Data 

Analisa data adalah se.bagai tindak lanjut prose.s pe.ngolahan data dan 

salah satu langkah dalam ke.giatan pe.ne.litian yang sangat me.ne.ntukan 

ke.te.patan dan ke.shahihan hasil pe.ne.litian. Adapun data yang te.lah te.rkumpul 
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dan me.lalui prose.s pe.ngolahan data akan di analisa de.ngan me.nggunakan 

analisa data se.cara De.skriptif Kualitatif yaitu data-data yang be.rupa informasi 

dan uraian yang dikaitkan de.ngan data-data lain untuk me.mpe.role.h ke.je.lasan 

dan ke.be.naran yang akan me.nguatkan gambaran yang sudah ada.
43

 Maka 

pe.nulis me.nje.laskan se.cara rinci dan siste.matis se.hingga dapat te.rgambar 

se.cara utuh dan dapat dipahami se.cara je.las ke.simpulan akhirnya. 

 

H. Metode Penulisan 

Me.tode. pe.nulisan yang pe.nulis gunakan adaah se.cara diduktif, yaitu 

me.narik suatu ke.simpulan dari pe.rnyataan-pe.rnyataan yang be.rsifat umum 

ke.pada pe.rnyataan yang be.rsifat khusus, se.hingga pe.nyajian akhir pe.ne.litian 

ini dapat dipahami de.ngan mudah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Be.rdasarkan hasil pe.ne.litian yang dilakukan pe.nulis, maka hasil 

pe.ne.litian yang te.lah dite.laah te.ntang Tinjauan Hukum E.konomi Syariah 

Te.rhadap Upah Pe.ke.rja Pada Praktik Te.mpah Kue. Ke.ring Di SP 1 De.sa Laboi 

Jaya, dapat di simpulkan se.bagai be.rikut:  

1. Pe.ne.rapan upah pada praktik te.mpah kue. ke.ring di SP 1 De.sa Laboi Jaya 

masih be.rsifat informal dan dilakukan be.rdasarkan ke.se .pakatan lisan 

antara pe.me.san dan pe .mbuat kue.. Umumnya, pe.me.san me.mbawa bahan 

baku ke.pada pe.mbuat dan se.te.lah kue. se.le.sai dibuat, pe.me.san me.mbe.rikan 

se.bagian hasil kue. te.rse.but se.bagai be.ntuk upah. Akan tetapi kue yang 

diberikan sebagai upah  sering kali mencakup kue yang hasilnya tidak 

sempurna. Dari sudut pandang pemesan, pemberian kue yang tidak 

sempurna tersebut dianggap sebagai konsekuensi atas kelalaian pembuat 

dalam produksi  Pada praktik ini dite.mukan bahwa tidak adanya akad 

te.rtulis atau ke.se.pakatan yang je.las se.hingga me.nye .babkan ke.tidakpastian 

hak dan ke.wajiban antara ke.dua be.lah pihak.  

2. Be.rdasarkan kajian te.rhadap praktik upah-me.ngupah pada usaha te.mpah 

kue. ke.ring di SP 1 De.sa Laboi Jaya, dapat disimpulkan bahwa praktik 

te.rse.but be.lum se.pe.nuhnya me.me.nuhi prinsip-prinsip akad ijarah yang sah 

me.nurut Islam. Me.skipun unsur pe.laku akad dan obje.k jasa te.lah 

te.rpe.nuhi, te.rdapat ke.kurangan pada aspe.k sighat (ijab-qabul) dan ujrah 

(upah) yang tidak disampaikan se.cara je.las dan transparan. Mayoritas 
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ke.se.pakatan dilakukan se.cara lisan dan informal, tanpa ke.je.lasan be.ntuk, 

waktu, dan jumlah upah yang akan dite.rima ole.h pe.ke.rja. Pe.mbe.rian upah 

yang tidak pasti, bahkan dalam be.ntuk hasil kue. yang kualitasnya tidak 

layak konsumsi, se.rta adanya be.ban tambahan se.pe.rti me.nanggung 

ke.kurangan bahan atau pe.rle.ngkapan tanpa kompe.nsasi, me.nce.rminkan 

ke.tidakse.suaian de.ngan prinsip ke.adilan („adalah) dalam Islam. Padahal, 

Islam me.ngharuskan adanya ke.je.lasan, ke.re.laan, dan ke.adilan dalam 

se.tiap akad muamalah, te.rmasuk akad ijarah. Upah harus se.padan de.ngan 

jasa, te.naga, dan waktu yang te.lah dibe.rikan ole.h pe.ke.rja, se.rta dise.pakati 

se.cara je.las se.jak awal. 

B. Saran  

Me.lihat dari lapangan hasil dari obse.rvasi yang di lakukan ole.h 

pe.ne.liti me.nge.nai pe.ne.rapan upah yang dilakukan pada praktim te.mpah kue. di 

SP 1 De.sa Laboi Jaya, pe.nulis me.nyarankan: 

1. Bagi para pe.mbuat kue. (pe.ne.mpah), disarankan untuk me.mbuat 

ke.se.pakatan yang je.las de.ngan pihak pe.me.san se.be.lum pe.ke.rjaan 

dilakukan, baik se.cara lisan maupun te.rtulis. Hal ini te.rutama pe.nting 

dalam hal be.ntuk pe.ke.rjaan dan jumlah upah yang akan dite.rima, guna 

me.nghindari te.rjadinya ke.salahpahaman dan me.mastikan ke.adilan dalam 

hubungan ke.rja se.suai de.ngan prinsip syariah. Se.lain itu, para pe.ne.mpah 

juga se.baiknya me.ncatat dan me.nyampaikan se.cara te.rbuka se.tiap 

pe.nge.luaran tambahan yang me.re.ka ke.luarkan di luar bahan-bahan yang 

dise.diakan ole.h pe.me.san, agar dapat diganti se.cara adil dan tidak 

me.rugikan pihak pe.ke.rja.  
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2. Bagi pe.me.san kue., disarankan untuk le.bih transparan dalam 

me.nyampaikan be.ntuk dan nilai upah ke.pada pe.mbuat kue. se.be.lum prose.s 

pe.mbuatan kue. dimulai, guna me.njaga prinsip ke.adilan. Diharapkan 

pe.me.san juga le.bih pe.duli te.rhadap ke.adilan sosial de.ngan 

me.mpe.rtimbangkan je.rih payah dan waktu yang dike.luarkan ole.h pe.mbuat 

kue., se.rta tidak me.mbe.rikan upah yang tidak layak atau tidak se.mpurna 

ke.pada pe.mbuat kue.. 

3. Bagi masyarakat umum diharapkan dapat me.ningkatkan ke .sadaran te .ntang 

pe.ntingnya ke .adilan dalam hubungan ke .rja, te.rutama dalam ke .giatan 

e.konomi be.rbasis rumah tangga se .pe.rti usaha te .mpah kue . ke.ring. Pe .nting 

bagi masyarakat untuk me.mahami bahwa se .tiap be .ntuk pe.ke.rjaan, se .ke.cil 

apa pun, me.miliki nilai dan layak dihargai de .ngan upah yang se .suai. Ole.h 

kare .na itu, dalam me.lakukan transaksi jasa, masyarakat he .ndaknya 

me.mastikan adanya ke .se.pakatan yang je.las antara pihak yang me .mbe.ri 

pe.ke .rjaan dan pihak yang be .ke .rja, khususnya te .rkait be.ntuk, waktu, dan 

be.saran upah 
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LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN 

INSTRUMEN WAWANCARA 

A. Pekerja 

1. Bagaimana sistem kerja sama antara ibu dengan pemesan kue? 

2. Apakah bahan baku selalu disediakan oleh pemesan atau ada juga yang 

disediakan oleh ibu sendiri? 

3. Bagaimana sistem penentuan upah dalam praktik tempah kue ini 

4. Apakah ibu merasa sistem penentuan upah berupa kue ini sudah adil bagi 

ibu? 

5. Apakah ibu pernah merasa dirugikan karena kue yang diberikan sebagai 

upah bercampur antara yang baik dan kurang baik? 

6. Bagaimana ibu menyikapi jika kualitas kue dalam upah tidak sesuai atau 

bercampur? 

7. Apakah pernah ada kesepakatan tertulis atau lisan mengenai jumlah atau 

jenis kue yang dijadikan upah? 

8. Bagaimana pandangan ibu tentang keadilan dalam sistem upah seperti ini? 

B. Pemesan  

1. Apa alasan ibu memilih menggunakan jasa penempah kue di desa 

tersebut?  

2. Bagaimana sistem kerjasama yang ibu lakukan kepada pekerja? 

3. Bagaimana sistem penentuan upah yang ibu terapkan dalam praktik ini? 

4. Apa alasan ibu memilih memberikan upah dalam bentuk kue sebagai 

pengganti uang? 
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5. Apakah ibu memastikan kualitas kue yang diberikan  kepada pembuat kue 

sebagai upah? 

6. Bagaimana ibu menentukan jumlah kue yang diberikan sebagai upah 

kepada pembuat kue? 

7. Apakah menurut ibu pemberian upah berupa kue kepada pembuat kue 

tersebut sudah adil? 
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